
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan
kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai
kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa
dapat mendirikan Badan Usaha Mitik Desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
da-lam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Badan Usaha Milik Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undarg-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten da.lam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang perseroan

Terbatas (I€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7
Nomor 106, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

4. tlndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20t3 tentang Irmbaga
Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2013 Nomor 12 Tambahan trmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5394);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan L€mbaran Negara Republil Indonesia Nomor
5495);

Menimbang

Mengingat
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbarart Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24.1, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubal beberapa kali terakhir
dengar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahal
kmbarart Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaal Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014
tentang Peraturan Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor l5T,Tambahan [rmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturar
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (bmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O14 Nomor 199);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRACEN
dan

BUPATI SRACEN

MDMUTUSI({N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa-l 1

Da.lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengar:
l. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintaian daerah yang memimpin
pelaksa.naan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Camat adalah unsur perangkat daerah ya.ng bertugas
membantu Bupati di wilayah kecamatan.

5. Desa adalah kesatuan masya-rakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
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setempat berdasarkan pra.karsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuar Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalarn
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kabupaten Sragen.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD

ada1ai lembaga yangmelaksanakan fuagsi pemerintahal yang
anggotanya merupakanwalil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau dipercleh atas beban
Ar,lggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau
perolehan Hak lainn],a yang sah.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengal narna Lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis,

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa,
ada-1ah badan usaha yaig seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiiiki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkal
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyara.kat Desa.

BAB II
PENDIRIAN BUM Desa

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung
seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa adalah :

a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk

kesej ahteraan Desai
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi

ekonomi Desa;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa

dan/atau dengan pihak ketiga;
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e. menciptakan pelualg dan jaringan pasar yang mendukung
kebutuhan layanan umum warga;

f. membuka lapangan keda;
g. meningkatkan kesejahteraar masyarakat melalui perbaikan

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Desa; dan

h. meningkatlan pendapatan masyaral<at Desa dan Pendapatan
Asli Desa.

Pasal 4

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa
tentang Pendirian BUM Desa.

(2) Desa dalam mendirikan BUM De6a sebagaimana dimakeud
pada ayat (1) mempertimbangkan :

a. inisiatjf Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
b. potensi usaha ekonomi Desa;
c. sumber daya alam di Desa;
d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;

dan
e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa da-lam bentuk

pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk
dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimala dimaksud dalam Pasal 4
disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Pokok baiasart yartg dibicarakan dalam Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan
sosial budaya masyarakat;

b. organisasi pengelola BUM Desa;
c. modal usala BUM Desa; dan
d. Anggaran Dasar dan Auggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan
BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian
BUM Desa.

Pasal 6

(l) Dalam rangka keda sama antar Desa dan pelayanan usala
antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang
merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

(2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disepakati melalui Musya\a'alah antar Desa yang
difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar - Desa yang terdiri
dari :

a. Pemerintah Desa;
b. ajrggota BPD;
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c. l.€ mbaga Kemasyaiakatan Desa;
d. lembaga Desa lainnya; dan
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangka! keterwakilan

unsur perempuan (keadilan gender),
(3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 berla-ku secara mutatis mutandis
terhadap pendirian BUM Desa bersama.

(5) Berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimal<sud pada
ayat (4) ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang
pendirian BUM Desa bersama.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

(1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha ya.rlg
berbadan hukum.

(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa [embaga bisnis yang kepemilikan
sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

(3) Dalam halBUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang
berbadan hukum, bentuk orgalisasi BuMDesadidasarkan
pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
a. Perseroar Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk

berdasa-rkan peqjanjian, dan melakukan kegiatan usaha
dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa,
sesuai dengar peraturan perundang undangan
tentangPerseroan Terbatas;dan

b. I-embaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar
60(enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-
undangantentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 9

(1) Ketentuan mengenai unit usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasa] 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pendirian BUMDesa Bersama.

(2) BUM Desa bersama diteta.pkan dalam Peraturan
Bersarna Kepala Desa tentarlg Pendirian BUMDesa
BersaIna.
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Bagian Kedua
Kedudukan dan WiLayah Kerja BUM Des

Pasal 10

{1) BUM Des berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di
Desa yang bersangkutan.

{2) Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, BUM Desa dapat
membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal I 1

Organisasi pengelola BUMDesa terpisai dari organisasi
Pemerintahan Desa.

Pasal 12

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri
dari:
a. Penasihat;
b. Pelaksana Operasional; dan
c. Pengawas.

(2) Kepengurusan organisasi Pengelola BUM Desa dan hak-hak
pengelola BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Talgga BUMDesa.

(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Targga BUM Desa
diatur dalam Peraturan Kepa-la Desa.

Pasal 13

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
dijabat secara melekat (er( oJficio) oleh Kepala Desa yang
bersangkutan.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berkewajiban :

a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam
melaksarakan pengelolaan BUM Desa; dar

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang
dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.

c, mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM
Desa.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. meminta penjelasar: dari Pelaksana Operasional mengenai

persoalar yang menyangkut pengelolaan usaha Desa: dan
b. melindungi usaha Desa terhadap hat-hal yang dapat

menurunkarl kineda BUM Desa.

Pasal 14

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa
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sesuai dengar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkew'ajibar:
a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar

menjadi lembaga yang melayani kebutuhar ekonomi
dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga
perekonomian Desa lainnya.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang:
a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM

Desa setiap bulan;
b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha

BUM Desa setiap bulan;
c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM

Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa
sekurang-kurangnya 2(dua) kali dalam 1 (s"atu) tahun.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanal<an kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2), Petaksana Operasional dapat menugaskan
Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha,
khuausnya dalam mengurus pencatatan dar] administrasi
usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan
kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan
dengan tanggungiawab, pembagian perarr dan aspek
pembagian kerja lainnya.

Pasal l6

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :

a. masyarakat Desa yang mempunyai ji\,!'a ia'irausaha;
b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua)

tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian

terhadap usaha ekonomi Desa;
d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK

atau sederqjat.
(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikal dengan alasar:

a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggarajr

Dasa-r dan Anggarar Rumah Tangga BUM Desa;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga

menghambat perkembangan kineda BUM Desa:
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai

tersangka.
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Pasal 17

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c
mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Susunan kepengumsan Pengawas terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas
kinerja BUM Desa sekurang-kurargnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
a. pemilihan dan pengangkatan susunan kepengurusan

pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usa_ha dari

BUM Desa; dan
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kineia

Pelaksana Operasional.
(5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 18

(1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimala dimaksud
dalam Pasal 12 dipilih oleh masyarakat Desa melalui
Musyawarah Desa.

(2) Kepengurusan BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Bagian Keempat
I-arargan Pengurus BUMDes

Pasal 19

Pengurus BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dal
mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun
tidak langsung dari kegiatar BUM Desa selain penghasilan yang
sah.

Bagian Kelima
Modal BUM Desa

Pasal 20

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari ApB Desa
(2) Modal BUM Desa terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa; dan
b. penyertaan modal masyarakat Desa.
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Pasal 21

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi

kemas]'arakatan dan/ataulembaga donor yang disalurkan
melalui mekanisme APB Desa;

b, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui
mekanisme APB Desa;

c. kelasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatar dan/atau lembaga donor yang dipastikan
sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui
mekanisme APB Desa;

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset
Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (21 huruf b berasal dari tabungan
masyarakat dan atau simpanan masyaral<at.

Bagian Keenam
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 22

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (so.xat business)
sederhana yang memberil<an pelayanan umum (seruing) kepada
masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

(2) Unit usaia dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) dapat memanfaatlan sumber daya lokal dan teknologi tepat
guna, meliputi :

a. air minum Desa;
b. usaha listrik Desa;
c. lumbung pangan; dan/atau
d. sumber daya lokal dar teknologi tepat guna lainnya yang

ditetapkan dengan peraturan desa.
(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan

teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 23

{I)BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting)
barang untuk melayani kebutuhan masya-rakat Desa dan
ditujukan untuk memperoleh pendapatan Asli Desa.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menja.lankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
a. alat tran sportasi;
b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;
d. rumah toko;
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e. tanah milik BUM Desa; daa/atau
f. barang sewaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan

Desa.

Pasal 24

(I)BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokenng)
yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yalg metiputi :

a. jasa pembayaran listrik;
b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan

masyar€kat; dan/atau
c. jasa pelayanan l,ainnya yang ditetapkan da-lam Peraturan

Desa.

Pasal 25

(l)BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi
dar/atau berdagang (tradirg) barang-barang tertentu untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada
skala pasar yang lebih luas.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi :

a. pabrik es;
b. pabrik asap cair;
c. hasil pertanian;
d. sarana produksi pertanian;
e. sumur bekas tambang; dan/atau
f. kegiatan bisnis produktif lainnya yang ditetapkan dalam

Peraturan Desa.

Pasal 26

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial
busfness) 1,ang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro
yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang
mudal diakses oleh masyarakat Des,a.

Pasal 27

l0

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersarna (hoWing) *baga)
induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat
Desa baik da_lam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.

(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh
BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

(3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat
(1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:



a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari
kelompok masyaralat; dan

b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis
usaha lokal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Deaa.

Pasal 28

Bagian Ketujuh
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasat 29

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh
dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan
kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-
baralg inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi.

Bagian Kedelapan
Kepailitan BUM Desa

Pasal 30

(l ) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
(2) Dalam hat BuMDesatidak dapat menutupi kerugian dengan

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan
mempertimbargkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan
oleh BUM Desa, meliputi :

a. sosialisasi dan pembelajaran tentarg BUM Desa;
b. pelal<sanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang

BUM Desa;
c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social

business) dan bisnis penyewaan (rentingl;
d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada

usaha perantara (brokering:), usaha bersama (holdin!'), bisnis
sosial (social business), bisnis keuangan lfiruzncial ,usiness)
dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renfing)
mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan
sumberdaya manusia, aspek keualgal, aspek sosial budaya,
ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungar hidup,
aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;

e. pengembangan ke{asama kemitraan stmtegis dalsm bentuk
kelasama BUM Desa ant r Desa atau kerjasama dengan pihal
swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau
Iembaga donor; dan

f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi
pada bisnis keuangan lfinancial business) dan usaha bersama
(hodnd.



aset dan kekayaan yang dimilikinya,dinyatakan rugi melalui
Musyawarah Desa.

(3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi
kemgian dengan aset dan kekayaan yang
dimilikinya,dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam
peraturar perundang-undanganmengenaikepailitan.

Bagian Kesembilar
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 31

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM
Desa atau lebih.

(2) Kerjasama artar 2 (dua) BUM Desa atau tebih dapat dila.kukan
dalarn satu kecamatan atau anta-r kecamatal dalam satu
kabupaten.

(3) KeDasama alt€r 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat
persetujuan masing-masing Pemerintah Desa

Pasal 32

(1) Keqasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam
Naskah Pedanjian Kerjasama.

(2) Naskah Perjanjian Kedaaama antar 2 (dua) BUM Desa atau
lebih paling sedikit memuat :

a. subjek kerjasama;
b. objek kerjasama;
c. jangka waktu;
d. kewajiban darl hat;
e. pendanaan;
f. keadaan memaksa;
g. pengalihan aset; dan
h. penyelesaian perselisiharr.

(3) Naskah peianjian keiasama antar 2 (dua) BUM Desa atau
lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-
masing BUM Desa yarg beketasama.

Pasal 33

(l)Kegiatan kedasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih
dipertanggundawabkan kepada Desa masing-masing sebagai
pemilik BUM Desa.

(2)Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa
yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan
perundalg-undangan tentang Perseroarl Terbatas dan l,€mbaga
Keuangan Mikro.
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Bagian Kesepuluh
Pertanggungiawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 34

(1)Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungiawaban
pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara melekat
(ex-oJficia) drjabat oleh Kepala Desa.

(2) BPD mela-kukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah
Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

(3) Pemerintah Desa meBpertanggungjawabkan tugas pembinaan
terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui
Musyawarah Desa.

(l) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelola BUM Desa, meliputi :

a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM
Desa;

b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi
dalam pengelolaan BUM Desa;

c. membe!-ikan bimbingan teknis pengembangan usaha dart
Permodalan;

d. meLakukan pendidikan dan pelatihart pengunrs BUM Desa;
dan

e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan
BUM Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :

a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dar fasilitasi
kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa; dan

b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungiawaban BUM
Desa.

BAE} IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

BAI} V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) BUM Desa yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum ditetapkan
Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan
harus menyesuaikan dengan peraturan Daerah ini paling
lambat 2 (dua) tahun sejal< Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2OOg tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Daerai Kabupaten Sragen Tahun
20O8 Nomor 04, Tambahan tembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2008 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

l_1



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatarnya dalam L€mbaran
Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

QngEaJ 3t - t, ^ 26 , ,9
TI SRAGEN,

NG YUNI SUKOWATI
o

Diundangkan di Sragen
tanggal 3/ - lorP
ETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

WANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR /A

Salrnan sesuar dengan astinya
a.n Sekreiars Oaerah

Asislen Pemerintahan dan kesra

Kepala Bagian Hukum
Sragen

".t
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